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Book Review

Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia

Din Wahid

Martin van Bruinessen, ed, Contemporary Developmmt in Indonesian
Islam, Explaining the “Conservative Turn”, Singapore: Institute of
Southeast Asian Studies, 2013, pp. 240 + xxxiv.

Abstract: Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining
the ‘Conservative Turn’ consists of four articles analyzing conservative currents
among Muslims in Indonesia. The books first two articles deal with established
Muslim organizations, namely the Council of Indonesian ‘Ulama (MUI) and
Muhammadiyah, while the other two discuss radical Islamic movements in the
regions of South Celebes and Solo, Central Java. Written by van Bruinessen, the book
examines why the conservative trend has reemerged in Indonesian Islam. The author
provides readers with two theories. Firstly, he argues that a decline in the influence of
liberal thought has accompanied the democratization process. Secondly, he identifies an
increase of Middle Eastern influence to Indonesia through alumni. This work shows
that conservatism is not only apparent in radical Islamic movements that have emerged
during the Reformation era but also present in well-established organizations such as
MUI and Muhammadiyah. The significance of this work to the study of Indonesian

Islam lies in its explanation of how conservatism enters those organizations.

Keywords: Conservatism, radicalism, moderate, Muhammadiyyah,

Indonesian Council of Ulama, KPPSI, fatwd, shariah.
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376  Book Review

Abstrak: Buku “Contemporary Development in Indonesian Islam, Explaining
the “Conservative Turn” merupakan lumpulan artikel yang menganalisis
kecenderungan konservatisme di Indonesia. Dua artikel pertama terkait dengan
ormas Islamyakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Mubammadiyah, sementara
dua artikel lainnya mendiskusikan perkembangan gerakan Islam radikal di dua
wilayah, yakni Sulawesi Selatan dengan focus pada Komite Persiapan Pelaksanaan
Syariat Islam (KPPSI), dan di Solo, Jawa Tengah. Karya ini berupaya memberi
penjelasan mengapa sikap keberagamaan konservatif menguat kembali di kalangan
umat Islam Indonesia. Dalam pengantarnya, Martin van Bruinessen menawarkan
dua penjelasan. Pertama, menguatmya arus demokrasi yang dikaitkan dengan
memudarnya Islam liberal di Indonesia. Kedua, menguatnya pengarubh Timur
Tengah. Karya ini berhasil menunjukkan bahwa kecenderungan konsevatisme tidak
saja muncul dalam gerakan-gerakan Islam kontemporer yang lahir pasca Reformasi,
tetapi juga merasuk ke dalam tubuh ormas Islam yang sudah mapan, seperti MUI
dan Muhammadiyah. Dan di sinilah sumbangsih penting dari buku ini.

Kata kunci: konservatisme, radikalisme, moderat, Muhammadiyah,
Majelis Ulama Indonesia (MUI), KPPSI, fatwa, syariah.
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demokrasi, masa Reformasi telah memberikan jalan bagi

f ;ejalan dengan runtuhnya pemerintahan tiran dan tuntutan

munculnya berbagai gerakan Islam kontemporer, seperti Front
Pembela Islam (FPI), Majelis Muhajidin Indonesia (MMI), dan gerakan
Salafi. Aktivitas gerakan ini sering memunculkan wajah seram Islam,
seperti tindakan penyapuan (sweeping) tempat maksiat dan demonstrasi
menentang kepentingan Barat. Yang tak kalah menyeramkan adalah
munculnya tindakan-tindakan teror oleh sekelompok kecil umat Islam.
Meskipun pelaku tindakan kekerasan ini sangat kecil, tindakan ini
menjadi perhatian dunia dan mencoreng wajah Islam Indonesia yang
dikenal ramah menjadi beringas. Perubahan ini menarik minat banyak
sarjana untuk meneliti, dan salah satunya adalah karya yang disunting
oleh Martin van Bruinessen.

Buku ini mendiskusikan gerakan Islam konservatif di Indonesia.
Van Bruinessen mendefinisikan Islam konservatif sebagai “berbagai
aliran pemikiran yang menolak penafsiran ulang atas ajaran-ajaran
Islam secara liberal dan progresif, dan cenderung untuk mempertahankan
tafsir dan sistem sosial yang baku” (h. 16). Gerakan Islam konservatif
bertolakbelakang dari Islam liberal atau Islam progresif, yang diartikan
sebagai gerakan yang mendukung gagasan untuk menafsirkan kembali
ajaran Islam secara kontekstual dan tidak-harfiah. Islam konservatif juga
dibedakan dari Islam fundamentalis, yakni gerakan atau aliran yang
mengajak kembali kepada sumber ajaran Islam yang mendasar, yakni
Alquran dan hadis. Gerakan konservatif juga berbeda dari gerakan
“Islamis” yang didefinisikan sebagai gerakan yang mendukung gagasan
Islam sebagai sebuah sistem politik dan berjuang untuk mendirikan
negara Islam (h. 16-17).

Van Bruinessen menyebut beberapa penjelasan mengapa
konservatisme muncul kembali di Indonesia. Pertama, hubungan antara
demokratisasi dan memudarnya pengaruh pandangan-pandangan
keislaman yang liberal dan progressif. Argumen ini menegaskan
bahwa mayoritas umat Islam Indonesia pada dasarnya konservatif atau
cenderung mempunyai corak fundamentalis. Van Bruinessen tidak
menerima penjelasan ini, karena alasan tersebut menandakan bahwa
gagasan Islam liberal hanya bisa tumbuh dan berkembang dalam sebuah
sistem pemerintahan otoriter. Argumen ini juga menjelaskan bahwa
para pendukung gagasan Islam liberal dan progresif yang sebelumnya
aktif di dalam berbagai organisasi masyarakat madani kini akdif di
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politik praktis yang pada gilirannya menyebabkan dasar kebudayaan
Islam liberal menjadi lemah (h. 5).

Kedua, menguatnya pengaruh Timur Tengah. Alumni perguruan
tinggi di Timur Tengah, terutama Saudi Arabia, menyebarkan corak
pemahaman keislaman yang harfiah dan skripturalis kepada masyarakat.
Usaha ini sejatinya sudah dimulai sejak dua dekade terakhir abad yang
lalu, dengan penerjemahan buku-buku agama dan membagikannya
secara percuma kepada individu, organisasi kemasyarakatan (ormas)
Islam dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Dengan dukungan
dana yang memadai, terutama dari Saudi Arabia dan Yayasan lhya’ al-
Turath al-Islami di Kuwait, para alumni Timur Tengah mendakwahkan
corak keislaman ini dengan berbagai cara: mengadakan pengajian di
masjid-masjid dan kantor-kantor, mendirikan madrasah dan pesantren,
membangun radio dan televisi dakwah, dan menerbitkan buku dan
majalah. Alumni ini bekerjasama dengan lulusan Lembaga Ilmu
Pengetahuan Arab dan Islam (LIPIA), sebuah lembaga pendidikan
tinggi di Jakarta sebagai cabang Universitas Imam Ibn Su'ud di
Riyadh. Kajian yang dilakukan oleh Noorhaidi Hasan dan Din Wahid
menunjukkan kuatnya pengaruh Timur Tengah ini.!

Gerakan transnasional itu, menurut Van Bruinessen, dalam kadar
tertentu, mengurangi otoritas keagamaan ormas-ormas Islam di
Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan
Islam (Persis), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai contoh,
para pegiat dakwah Salafi tidak pernah merujuk kepada fatwa yang
diberikan oleh ormas-ormas Islam tersebut di atas untuk masalah-
masalah keagamaan yang terjadi di Indonesia. Sebagai gantinya, mereka
meminta fatwa langsung kepada guru-guru mereka di Timur Tengah.
Hal ini menunjukkan bahwa para aktivis Salafi tidak mempercayai
wewenang keagamaan ormas Islam Indonesia.

Selain pengantar dari Martin van Bruinessen sebagai penyunting
yang menjelaskan beberapa teori tentang kembalinya gerakan
konservatisme di Indonesia, buku ini memuat empat artikel yang
ditulis oleh intelektual muda Indonesia dengan latar belakang studi
Islam di lingkungan IAIN dan studinya di Barat. Dua artikel pertama
terkait dengan gejala menguatnya kecenderungan konservatisme di dua
lembaga Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah,
dan dua artikel lagi tentang gerakan Islam radikal di daerah: Makassar
(Sulawesi Selatan) dan Solo (Jawa Tengah).
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M. Nur Ichwan mendiskusikan perkembangan MUI sejak awal
Reformasi hingga kini. Ada dua tesis utama yang ingin ditegaskan
oleh penulis ini. Pertama adalah perubahan posisi MUI dari lembaga
yang melayani kepentingan penguasa (khidim al-hukama) menjadi
lembaga yang melayani kepentingan umat (khddim al-ummah), dan
kedua, perubuhan arah sikap keberagamaan MUI dari “Islam moderat”
menjadi “Islam puritan moderat”.

Hubungan MUI dengan penguasa, di satu sisi, dan dengan umat,
di sisi lain, memang selalu dilematis. Idealnya, MUI berperan sebagai
penengah yang dapat mewakili kepentingan pemerintah di satu pihak,
dan pada saat yang sama MUI juga dapat menjaga harapan ummat.
Posisi ideal ini tidak selalu dapat diperankan oleh MUI secara tepat.
Sejak awal pembentukannya pada tahun 1975, MUI dibentuk oleh
pemerintah dengan tujuan pragmatis, yakni mendapatkan pengabsahan
keagamaan untuk program-program pemerintah. Oleh karena itu,
tidak heran jika fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh lembaga ini kadang
kontroversial karena lebih memcerminkan kepentingan pemerintah
ketimbang kepentingan umat. Salah satu fatwa yang kontroversial
adalah fatwa kehalalan Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB)
pada tahun 1980-an. Fatwa ini mengundang kontroversi, karena
sebagian besar ummat Islam berpendapat bahwa SDSB adalah satu
bentuk ‘adu-nasib’ yang termasuk dalam kategori judi, dan karenanya
haram. Namun demikian, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan
bahwa SDSB bukan judi, karena tidak memenuhi salah satu syarat
perjudian, yaitu tatap muka.

Meskipun demikian, sejarah mencatat bahwa hubungan MUI
dengan pemerintah tidak selalu harmonis; kadang sangat dekat,
dan kadang jauh. Di bawah kepemimpinan Buya Hamka, MUI
pernah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan seorang Muslim
mengucapkan “Selamat Natal” kepada umat Kristiani,> padahal pada
saat itu pemerintah sedang giat-giatnya mencanangkan program
kerukunan umat beragama. Tak ayal, fatwa ini mengakibatkan
hubungan yang kurang selaras antara MUI dengan pemerintah.

Keberpihakan MUI kepada penguasa berlangsung terus hingga awal
masa reformasi. Nur Ichwan mengungkapkan bahwa hubungan mesra
MUI dengan penguasa mencapai puncaknya pada masa Habibie. Di
samping teknokrat, Habibie dipandang sebagai seorang Muslim yang
baik dan dianggap sebagai perwakilan umat Islam. Hal ini terlihat
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misalnya dari dukungan MUI kepadanya untuk mempertahankan
kursi kepresidenannya. Namun, konstelasi politik berubah. Dalam
pemilu 1999, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi
pemenang pemilu, Golkar hanya meraih tempat kedua dan laporan
pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden ditolak oleh Majelis
Permusyaratan Rakyat (MPR). Habibie terpaksa mengundurkan
diri dari pencalonannya sebagai Presiden, dan Abdurrahman Wahid
terpilih menggantikannya (h. 65). Sejak saat inilah MUI menyatakan
diri berubah dari “pelayan penguasa® menjadi “pelayan umat”.

Seiring dengan perkembangan politik, Ichwan juga secara jeli melihat
perubahan sikap keberagamaan MUI, yang disebutnya sebagai “Islam
puritan moderat”. Sebutan “puritan moderat” sebenarnya bukan monopoli
MUI semata. Banyak ormas Islam di Indonesia yang puritan tetapi
moderat, seperti Muhammadiyah dan Persis. Bedanya, karena penekanan
pada puritanisme, MUI terjebak ke dalam sikap konservatif. Perubahan
sikap ini, menurut Nur Ichwan, salah satunya disebabkan oleh masuknya
beberapa figur Muslim yang berasal dari garis keras. seperti Chalil Ridwan
dan Adian Husaini ke dalam jajaran MUI sejak tahun 2000. Tokoh-tokoh
ini menduduki beberapa tempat strategis dalam struktur MUL

Kecenderungan puritanisme MUI terlihat dari beberapa fatwa yang
dikeluarkan oleh MUI, utamanya adalah fatwa yang mengharamkan
pluralisme, liberalisme dan sekularisme, dan fatwa tentang kesesatan
aliran Ahmadiyah. Fatwa yang pertama muncul sebagai tanggapan atas
munculnya kecenderungan pemikiran Islam liberal seperti Jaringan
Islam Liberal (JIL) yang digerakkan oleh Ulil Abshar-Abdallah. Gerakan
anak-anak muda ini mendukung penafsiran ulang terhadap ajaran-
ajaran Islam dengan pendekatan kritis dan rasional. Beberapa kalangan
memang risau dengan gerakan ini dan menganggap bahwa gerakan
ini tengah melakukan apa yang disebut sebagai pendangkalan agidah.
Sebagai contoh adalah rekomendasi Kongres Umat Islam ke-4 tahun
2005 yang mendesak agar MUI mengeluarkan fatwa sesat terhadap
berbagai gerakan Islam yang mendukung pemikiran Islam yang liberal.
Tak ayal, fatwa ini mengundang kontroversi dan kritik terhadap MUI.
Kritik datang dari intelektual Muslim berbasis kampus dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Lembaga Studi Agama dan Filsafat
(LSAF), International Institute for Islam and Pluralism (ICIP). Secara
umum, kritik menganggap bahwa MUI tidak memahami persoalan
dengan benar secara akademik (h. 80-82).
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Persoalan Ahmadiyah sebenarnya bukan hal baru. Ahmadiyah
terbagi menjadi dua, Qadiyani dan Lahore. Yang pertama menganggap
pendiri gerakan ini, Mirza Ghulam Ahmad, sebagai nabi, sementarayang
kedua menganggapnya sebagai pembaharu. Di Indonesia, Ahmadiyah
Qadiyani tergabung dalam wadah Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI)
dan Ahmadiyah Lahore membentuk Gerakan Ahmadiyah Lahore
Indonesia (GAI). Sejak tahun 1980, MUI sudah menyikapi masalah
ini dengan mengeluarkan fatwa yang menganggap Ahmadiyah
Qadiyani sebagai sesat, sementara Ahmadiyah Lahore tidak. Hanya
saja, masyarakat umum tidak dapat membedakan antara kedua aliran
Ahmadiyah ini dan menganggap semua pengikut Ahmadiyah adalah
sama, dan akibatnya sering memunculkan ketegangan di kalangan umat
Islam. Ketegangan ini memuncak pada serangan kelompok umat Islam
garis keras terhadap komplek Ahmadiyah di Parung, Jawa Barat, pada
15 Juli 2005. Atas desakan berbagai kelompok, MUI mengeluarkan
kembali fatwa pada kongres 2005, dan menyatakan bahwa Ahmadiyah
adalah aliran sesat. Berbeda dengan fatwa terdahulu, sekarang MUI
tidak membedakan antara kedua aliran di atas. Perubahan sikap ini,
menunjukan bahwa MUI telah berubah menjadi konservatif.

Meskipun demikian, dalam beberapa hal MUI tetap dipandang
moderat. Hal ini dapat dilihat dari fatwanya yang mengharamkan
tindakan terorisme. Sejak tahun 2000-an, Indonesia menderita
berbagai serangan berat terorisme, seperti bom Bali 2002, bom di
Hotel ]J.W. Marriot 2003, dan bom di depan Kedutaan Australia di
Kuningan Jakarta 2004. Para pelaku teror ini beranggapan bahwa
tindakan ini sebagai jihad melawan Barat.’ Tiga perancang bom Bali,
Imam Samudra, Amrazi dan Mukhlas adalah salah satu contoh. Mereka
mengatakan bahwa bom bali merupakan tindakan balas dendam atas
serangan Amerika dan sekutunya di Afganistan dan Irak. Menyikapi
berbagai tindakan teror dengan mengatasnamakan agama ini, MUI
secara tegas menolak pandangan bahwa teror adalah jihad. Menurut
MU, jihad adalah segala upaya untuk mempertahankan Islam dari
serangan musuh dan mengagungkan agama Allah. Namun, menurut
MUI kedua model jihad tersebut harus dilakukan dalam rangka islah
guna melindungi agama dan orang-orang terzalimi. Jihad berbeda
dari tindakan terorisme, sebab terorisme adalah tindakan kejahatan
terhadap kemanusiaan dan peradaban, dan ancaman terhadap negara

dan keamanan (h. 79).*
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Artikel kedua yang ditulis oleh Ahmad Najib Burhani
mendiskusikan  dinamika  pemikiran  keislaman di  tubuh
Muhammadiyah. Ormas Islam terbesar kedua ini menekankan pada
gerakan ajdid (pembaruan pemikiran keislaman) dan identik dengan
gerakan Islam modern yang progresif dan bahkan liberal. Namun
demikian, dengan menganalisis perkembangan yang terjadi di empat
muktamar terakhir Muhammadiyah (1995, 2000, 2005 dan 2010),
Najib Burhani melihat menguatnya gejala konservatisme di dalam
tubuh ormas ini. Arena muktamar menjadi ajang pergulatan untuk
menguasai Muhammadiyah agar dapat menentukan ke arah mana
Muhammadiyah dibawa. Tesis utama yang ingin disampaikan oleh
penulis ini bahwa kecenderungan konservatisme seperti yang terlihat
dalam muktamar Muhammadiyah ke-45 bukan merupakan karakter
utama Muhammadiyah. Kecenderungan tersebut lebih disebabkan
oleh faktor luar, yakni perkembangan politik nasional dan munculnya
berbagai gerakan Islam transnasional.

Najib memulai analisisnya dengan muktamar ke-43 tahun 1995 di
Aceh yang memilih M. Amien Rais sebagai ketua umum. Muktamar ini
menandai babak baru dalam sejarah Muhammadiyah, karena sejak saat
itu, Muhammadiyah tidak lagi dipimpin oleh seorang ulama, tetapi
oleh intelektual Muslim; Amien Rais kemudian digantikan secara
berturut-turut oleh Ahmad Syafii Maarif dan M. Din Syamsuddin.
Mereka bertiga adalah keluaran universitas terkemuka di Amerika
Serikat. Tentu saja mereka mempunyai latar belakang pendidikan
agama yang memadai. Syafii Maarif, misalnya, pernah mengenyam
pendidikan di Muallimin, sementara Din Syamsuddin merupakan
alumnus Gontor. Selain itu, muktamar di Aceh ini berhasil menegaskan
citra Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan. Hal ini terlihat
misalnya dari perubahan nama lembaga Majelis Tarjih menjadi Majelis
Tarjib dan Pengembangan Pemikiran Islam yang mencerminkan tekad
kuat Muhammadiyah untuk tetap menegaskan dirinya sebagai gerakan
pembaruan. Indikator lainnya adalah penerbitan buku 7afsir Tematik
al-Quran  tentang Hubungan Sosial antar Umat Beragama, yang
diketuai oleh Amin Abdullah, salah satu intelektual Muhammadiyah
yang mendorong penggunaan hermeneutika dalam memahami ajaran
Islam. Tafsir ini meninjau ulang pemahaman baku tentang hubungan
sesama umat beragama seperti dibolehkannya seorang Muslim menikah

dengan non-Muslim (h. 109).
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Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta semakin menegaskan
kecenderungan progresif di dalam tubuh Muhammadiyah. Di bawah
kepemimpinan Syafii Maarif, sekelompok aktivis muda Muhammadiyah
menemukan tempatnya di Pusat Studi Agama dan Perdamaian (PSAP).
Namun demikian, kelompok konservatif juga mulai menguat dan
menguasai Majelis Tabligh. Kelompok terakhir ini sebenarnya sudah
mulai muncul sejak masa Amien Rais, tapi tidak begitu kuat. Kelompok
konservatif sering berbeda pendapat dan bahkan mengkritik kelompok
progressif di Majelis Tarjih dan PSAP dalam beberapa isu agama.

Menurut penulis artikel ini, sebenarnya kedua kelompok itu
mempunyai semangat yang sama, yakni kembali kepada sumber
ajaran Islam yang fundamental: Alquran dan hadis. Mereka juga
percaya bahwa generasi awal (a/-Salaf al-salip) adalah generasi terbaik
umat Islam. Perbedaannya adalah bagaimana menafsirkan ajaran
tersebut di atas dan bagaimana cara mengikuti generasi awal tersebut.
Jika kelompok pertama menekankan perlunya peniruan kelompok
Salaf secara harfiah, sementara kelompok kedua menekankan pada
penerapan semangat dan jejak kelompok Salaf dalam konteks kekinian
(h. 128-129).

Persaingan antara kelompok konservatif dan kelompok liberal
dalam tubuh Muhammadiyah terus berlangsung hingga muktamar ke-
45 tahun 2005 di Malang, yang berhasil memilih M. Din Syamsuddin
sebagai ketua umum baru. Di dalam muktamar ini, kelompok
konservatif terlihat menguasai muktamar. Indikasinya adalah tujuh
dari 13 calon pengurus pusat Muhammadiyah terpilih berasal dari
kelompok konservatif. Beberapa tokoh yang dikenal liberal seperti
Amin Abdullah, tersingkir dari daftar pimpinan pusat. Muktamar
juga mengembalikan nama Majelis Tarjih dan Pengembangan
Pemikiran Islam ke nama semula yakni Majelis Tarjih dan lajdid,
dan tidak memasukkan perempuan dalam jajaran kepengurusan
intt Muhammadiyah. Menguatnya kecenderungan konservatisme
di dalam tubuh Muhammadiyah inilah yang mungkin menjadi
salah satu penyebab terjadinya infiltrasi kelompok luar ke dalam
tubuh Muhammadiyah, terutama dari gerakan Tarbiyah yang telah
bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam
beberapa kasus, kelompok ini berhasil merebut aset Muhammadiyah,
terutama masjid dan sekolah. Infiltrasi menjadi persoalan kesetiaan

kepada organisasi. Banyak anggota Muhammadiyah yang dinilai lebih
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setia kepada gerakan lain daripada Muhammadiyah padahal mereka
mencari nafkah di amal usaha Muhammadiyah.®

Persoalan infiltrasi kelompok lain ke dalam tubuh Muhammadiyah
dan kesetiaan ganda ini telah menyatukan kelompok konservatif dan
liberal di Muhammadiyah. Meskipun mereka berbeda pandangan
dalam pemahaman keagamaan, mereka sepakat bahwa Muhammadiyah
tengah mengahadapi ancaman serius, dan karenanya sepakat untuk
membendung pengaruh dan ancaman tersebut. Hasilnya adalah
penerbitan Surat Keputusan No. 149/2006 yang melarang anggota
Muhammadiyah dari keaktifan di luar organisasi Muhammadiyah dan
menunjukan kesetiaan kepada Muhammadiyah (h. 120).

Muktamar terakhir Muhammadiyah tahun 2010 di Yogyakarta
berhasil memutar haluan organisasi. Usaha kelompok konservatif untuk
tetap menguasai kepemimpinan Muhammadiyah terbukti gagal. Persoalan
infiltrasi dan kesetiaan ganda mungkin menjadi salah satu penyebab
utama dari kegagalan tersebut. Dalam muktamar ini, Muhammadiyah
menunjukkan sikapnya yang lebih akomodatif terhadap budaya dan tradisi
tempatan. Perempuan juga dimasukkan kembali dalam kepemimpinan
nasional. Walhasil, muktamar terakhir berhasil menghapus citra
Muhammadiyah sebagai organisasi yang konservadif (h. 126).

Tulisan Najib Burhani yang menganalisis kecenderungan corak
pemikiran Muhammadiyah dari arena muktamar tentu sangat menarik:
ia menjelaskan pergulatan dua kelompok di tubuh Muhammadiyah.
Hanya saja, pertanyaan yang muncul adalah apakah peristiwa yang
terjadi dalam arena lima tahunan ini dapat mencerminkan dinamika
pemikiran keagamaan yang berkembang di arus bawah? Apakah benar
bahwa di tingkat akar rumput Muhammadiyah juga terjadi perebutan
pengaruh antara kelompok konservatif dan liberal? Dalam pandangan
saya, di tingkat akar rumput, Muhammadiyah lebih dilihat sebagai
gerakan pemurnian agama daripada pembaruan. Pemurnian berarti
kembali kepada sumber ajaran yang fundamental, yakni Alquran
dan hadis. Dalam konteks ini, gesekan antar kelompok liberal dan
konservatif tidak tampak jelas. Gesekan itu hanya terjadi di kalangan elit
Muhammadiyah. Selebihnya, aktivis Muhammadiyah lebih disibukkan
dengan dakwah, pendidikan, dan amal usaha Muhammadiyah lainnya.

Demikian juga dengan Din Syamsuddin yang dicitrakan lebih
dekat dengan kelompok konservatif daripada liberal. Posisi ketua
umum Muhammadiyah terhadap gerakan Islam radikal memang
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membingungkan: di satu sisi ia memberikan tempat bagi kelompok
radikal, tetapi di sisi lain tak jarang ia juga mengkritik mereka. Ia
memang bermain di antara dua kutub: konservatif dan progresif.
Namun demikian, citra bahwa Din Syamsuddin lebih condong kepada
kelompok konservatif terkesan menyederhanakan, karena citra ini
tidak mempertimbangkan aktivitas Din Syamsuddin dalam dialog
antar agama yang kerap ia lakukan bersama tokoh lintas agama.

Artikel selanjutnya yang ditulis oleh Mujiburrahman menganalisis
upaya penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan yang dilakukan
oleh sebuah organisasi tempatan, Komite Persiapan dan Penegakan
Syariat Islam (KPPSI). Sulawesi Selatan pernah menjadi dasar bagi
gerakan DI/NII yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar, dan karenanya
tidak mengherankan bila di wilayah ini muncul gerakan yang
mengusung pemberlakuan syariat Islam. Meskipun demikian, menurut
Mujiburrahman, gerakan ini tidak mempunyai kaitan ideologis secara
langsung dengan gerakan DI/NII Kahar Muzakar.

Menurut Mujiburrahman, terdapat tiga alasan mengapa KPPSI
bersikukuh untuk melaksanakan syariat Islam, yakni ideologi, sejarah,
dan krisis ekonomi. Alasan pertama, meyakini bahwa Islam bukan
sekedar tuntunan ibadah, tetapi juga sebagai sebuah idelogi yang
mengandung ajaran tentang sosial, ekonomi, dan politik. Alasan kedua,
memandang bahwa penerapan syariat Islam di wilayah ini adalah sebuah
keharusan sejarah. Sejarah menunjukkan bahwa Islam telah dinyatakan
sebagai agama resmi pada abad ketujuh belas, di kerajaan Tallo dan Goa.
Langkah penguasa dua kerajaan ini diikuti oleh kerajaan Bugis di Bone.
Dengan mempertimbangkan fakta sejarah ini, para pendukung gerakan
pemberlakuan syariat Islam di wilayah ini menegaskan bahwa usaha
yang dilakukan oleh KPPSI adalah sebuah upaya untuk meneruskan
kesinambungan sejarah. Alasan ketiga sangat terkait dengan alasan
pertama. Krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia di
akhir pemerintahan Suharto disebabkan oleh keengganan Indonesia
menerima sistem ekonomi, sosial, dan politik yang ditawarkan Islam.
Dengan kata lain, Islam dipandang sebagai sebuah pemecahan (h.
162-163). Belajar dari sejarah, KPPSI menempuh jalan damai untuk
mencapai tujuannya: memperjuangkannya melalui parlemen baik di
tingkat nasional maupun lokal. Mereka berupaya mendapatkan payung
konstitusi bagi pelaksanaan syariat Islam di Sulawesi Selatan seperti

yang terjadi di propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).
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Meskipun KPPSI mendaku bahwa gerakan mereka didukung
oleh semua unsur umat Islam di Sulawesi Selatan, KPPSI tidak lepas
dari kritik. Kritik terutama datang dari intelektual Muslim progresif
dan organisasi bukan-pemerintah. Para intelektual Muslim progresif
mempertanyakan apa yang dimaksud dengan syariat Islam? Apakah
Syariah itu hanya mencakup hukum Islam atau keseluruhan ajaran
Islam? Bagi pengkritiknya, syariat dipahami sebagai keseluruhan ajaran
Islam. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, Indonesia sejatinya
sudah menjalankan syariat Islam. Bagi mereka, syariat Islam tidak
hanya terbatas pada pelaksanaan hukum pidana seperti rajam dan
potong tangan, tetapi juga ajaran lain, seperti salat, puasa, zakat, dan
haji (h. 164-165).

Yang tak kalah menarik dari uraian Mujiburrahman adalah
keterlibatan para aktivis KPPSI dalam percaturan politik praktis.
Misalnya, keterlibatan Aziz Kahar Muzakar, anak dari Kahar Muzakar,
dalam perebutan kursi Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007, di mana
ia kalah dalam pemilihan. Fakta menarik lain terkait dengan tokoh
KPPSI yang satu ini adalah bahwa meskipun ia kalah dalam Pemilihan
Kepala Daerah, namun ia terpilih dua kali sebagai anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) mewakili propinsi Sulawesi Selatan (tahun
2004 dan 2009). Menurut penulis artikel ini, kekalahan tokoh utama
KPPSI dalam Pemilihan Kepala Daearah dan kemenangannya dalam
pemilihan anggota DPD ini menunjukkan tingkat keinginan rakyak
Sulawesi Selatan dalam penegakkan syariat Islam. Artinya, meskipun
Aziz Kahar mempunyai akar di masyarakat seperti terbukti dalam
keterpilihannya dalam DPD, tapi mayoritas masyarakat menolak
untuk menerapkan syariat Islam (h. 176-179).

Akhirnya, penulis artikel ini berkesimpulan bahwa usaha KPPSI
dalam melaksanakan syariat Islam mengalami apa yang disebutnya
sebagai “penyempitan” strategi perjuangan. Strategi ideal dalam
penerapan syariat Islam adalah mendirikan negara Islam. Namun fakta
sejarah menunjukkan bahwa cita-cita ini tidak terwujud, dan oleh
karena itu, para pendukung gerakan ini berusaha mendapatkan bentuk
otonomi khusus seperti yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada
Provinsi Aceh. Ketika otonomi khususpun kandas, maka yang paling
mungkin dilakukan adalah penerbitan peraturan daerah. Cara yang
terakhir ini yang paling dimungkinkan untuk ditempuh oleh KPPSI
(h. 182).
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Artikel terakhir ditulis oleh Muhammad Wildan yang berusaha
untuk memetakan gerakan Islam radikal di Solo. Meskipun mayoritas
masyarakat Solo adalah abangan, dengan corak keberagamaan yang
sinkretik, tetapi kota ini juga dikenal sebagai salah kota yang penuh
dengan gejolak gerakan Islam.

Pesantren Ngruki tentu tidak bisa dilepaskan dari sorotan penulis.
Pesantren ini didirikan oleh beberapa tokoh aktivis pergerakan Islam,
terutama Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir.® Keterlibatan
kedua tokoh ini dalam gerakan Darul Islam (DI)/Negara Islam
Indonesia (NII) membuat pesantren ini menjadi tempat persemaian
ideologi DI/NII di mana anggota baru dan pengkaderan gerakan ini
dilakukan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Oleh karena itu,
tidak heran pesantren ini melahirkan beberapa alumni yang militan
dan anti pemerintah. Abdullah Sungkar dan Baasyir pernah ditahan
dan dipenjarakan oleh pemerintah Orde Baru, sementara beberapa
alumni pondok Ngruki terlibat dalam tindakan kekerasan termasuk
tindakan terorisme. Kenyataan ini telah menjadi catatan buruk bagi
pesantren: sebagian masyarakat telah mencap pesantren ini sebagai
sarang terorisme. Dalam pandangan Wildan yang pernah mengenyam
pendidikan di Ngruki, meskipun Islam radikal tidak lagi menjadi arus
utama di pesantren, tetapi keberadaan gerakan Islam radikal yang
tersembunyi tidak bisa dipungkiri. Pesantren ini paling tidak telah
menebar benih ideologi radikal yang bisa berkembang di kemudian
hari h. 214).

Gerakan lain yang disinggung oleh Wildan dalam artikelnya adalah
Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) dan Jamaah Gumuk. Kedua gerakan
ini lahir dan berkembang di Solo. MTA didirikan oleh Abdullah
Thufail Saputra yang dulu bersama-sama Abdullah Sungkar dan Baasyir
aktif di Radio Islam Surakarta (RADIS). Ketika kedua tokoh pertama
mendirikan pesantren Ngruki, Saputra mendirikan forum kajian yang
kemudian berkembang menjadi MTA. Seperti Muhammadiyah, MTA
berdakwah untuk memurnikan ajaran Islam dari takhayyul, bidah, dan
khurafat. Meskipun demikian, MTA mengkritik Muhammadiyah,
karena Muhammadiyah kini kurang tegas dalam memberantas hal-
hal yang berbau bidah. Kini MTA menjadi ormas Islam yang paling
berkembang di Solo. (h. 202-203). Sementara itu Jamaah Gumuk
yang didirikan di Gumuk, Mangkubumen, dikenal sebagai kelompok
tertutup, karena kegiatannya cenderung tertutup. Kelompok ini disebut

Studia Islamika, Vol. 21, No. 2, 2014



388  Book Review

radikal karena menganggap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
pemerintah RI tidak sah, dan oleh karenanya kelompok ini tidak aktif
dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (h. 200).

Uniknya, dalam pengamatan Wildan, meskipun Solo dikenal
dengan gerakan Islam radikal seperti di atas, di kota ini tidak terdapat
upaya serius yang memperjuangkan penerbitan Peraturan Daerah
(Perda) yang berbau syariat. Alasan di balik ini, menurut Wildan,
adalah kenyataan bahwa masyarakat akar rumput di Solo dan sekitarnya
dikenal sebagai masyarakat abangan. Oleh karenanya, kelompok santri
dan sebagian Muslim radikal di perkotaan merasa kemungkinan kecil
dapat memaksakan Perda syariah. Wildan juga menyimpulkan bahwa
salah satu penyebab maraknya Islam radikal di Solo adalah peran dan
pengaruh dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah sangat
kecil (h. 218). Kesimpulan terakhir ini memperkuat tesis Saiful Mujani
bahwa keterlibatan dalam kegiatan ormas Islam seperti NU dan
Muhammadiyah dapat membendung seseorang dari radikalisme.”

Meskipun bukuinimerupakan kumpulanartikel hasil penelitianyang
berbeda, namun buku ini mempunyai benang merah, yakni potret dari
kecenderungan konservatisme. Kecenderungan ini tengah menyebar di
segala jenjang masyarakat Muslim Indonesia, seperti yang diperlihatkan
oleh gerakan dakwah Salafi. Bahkan, seperti yang diperlihatkan oleh
Najib Burhani, kecenderungan konservatisme telah masuk ke dalam
tubuh Muhammadiyah yang selama ini dikenal sebagai gerakan Islam
moderat. Apakah buku ini bermaksud untuk menunjukkan bahwa
wajah masa depan Islam Indonesia akan berubah? Saya kira buku ini
tidak ingin menunjukkan bahwa wajah Islam Indonesia akan berubah
menjadi tidak ramah. Secara gamblang dalam judulnya, buku ini
berusaha menjelaskan mengapa terjadi kecenderungan konservatisme.
Buku ini juga menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa kita
perlu mewaspadai munculnya kecenderungan tersebut. Jika ormas
Islam sebesar dan semapan Muhammadiyah saja bisa terpengaruh oleh
gerakan konservatisme, apakah tidak mungkin gerakan ini bisa menjadi
kecenderungan umum dari Islam Indonesia?

Karya ini memberikan sumbangsih besar bagi kajian Islam kekinian
di Indonesia. Selama ini, kajian keislaman kekinian dan kedisinian
lebih diarahkan kepada ormas atau gerakan baru yang muncul pada
masa reformasi, yang secara umum memang menampilkan wajah

Islam yang tidak ramah, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis
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Mujahidin Indonesia (MMI). Karya ini menyuguhkan bahwa arus
konservatisme tidak melulu mengejewantah pada gerakan baru, tetapi
bisa memberikan warna lain dalam ormas yang telah mapan, seperti

dalam kasus MUI dan Muhammadiyah.
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